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RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA PT HANURATA Unit Jayapura 

 

1. IDENTITAS LVLK 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com 

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Tim Auditor : 1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor) 

2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor) 

3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor) 

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT HANURATA Unit Jayapura 

b. SK IUPHHK-HA : SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012 

c. Luas & Areal Kerja : ± 56.325 Hektar di Kabupaten Keerom Provinsi Papua 

d. Alamat Kantor : Jl Kebon Sirih No 67-69 Hanurata Graha Lt.6, Kebon Sirih 

e. Email : jayapura.hanurata@gmail.com 

f. Pengurus Perusahaan : Komisaris   : Dr. Hari Sabardi 

Direktur Utama : H. Sugiono 

Direktur PH   : Ir. Suprapto, SK 

Direktur Umum : H. Idi Sanwardi 

g. Management Representatif : Yulius Kayadi, S.Hut 
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3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Perjalanan 
Kedatangan 

22 Oktober 2017 
 

Samarinda/Jakarta - Jayapura 

Pertemuan 

Pembukaan 

23 Oktober 2017 
Kantor PT Hanurata 

Unit Jayapura di 
Jayapura 

Pemaparan kepada auditee meliputi 

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup 
audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat 

dan aturan pelaksanaan audit lapangan.   
Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. 
 

Verifikasi Dokumen 
dan Observasi 
Lapangan 

23 – 25  
Oktober 2017 
Areal Kerja  

PT Hanurata Unit 
Jayapura 

a. Memverifikasi dokumen persyaratan 

pemenuhan standar VLK untuk rentang 
waktu 1 (satu) tahun terakhir. 

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan 

secara sampling (uji petik). 
c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier 

sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan 

Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/ 
PHPL/SET/4/2016. 

d. Menyusun kesimpulan audit.  
 

Pertemuan 
Penutupan 

25 Oktober 2017 
Base Camp                     

PT Hanurata Unit 
Jayapura 

Pemaparan dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit, catatan 

ketidaksesuaian dan catatan observasi. 
Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir 

 

Perjalanan Kembali 26 Oktober 2017 Jayapura – Samarinda/Jakarta 

Pengambilan 

Keputusan 

Samarinda, 

4 November 2017 

a. PT Hanurata Unit Jayapura dinyatakan 

MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu 
sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL                
No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 

 
b. Status S-LK PT Hanurata Unit Jayapura 

DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa 
berlaku dan lingkup sertifikasinya 
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4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 : 

A. PRINSIP 1 

1. Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan 

yang dikelola IUPHHK. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan 

usaha (SK IUPHHK) 

M Pada Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan 
data terkait SK IUPHHK. 

a. Tersedia SK IUPHHK-HA dari Menteri 

Kehutanan Nomor : SK.601/Menhut-II/2012 
tanggal 30 Oktober 2012, tentang Pemberian 
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. 
Hanurata Unit Jayapura atas Areal Hutan 

Produksi Seluas ± 56.325 (Lima Puluh Enam 
Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di 
Kabupaten Keerom Provinsi Papua. SK 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 
Zulkifli Hasan yang dicap Kementerian 
Kehutanan tanggal 30 Oktober 2012. 

Dokumen Surat Keputusan IUPHHK-HA PT. 
Hanurata Unit Jayapura yang diverifikasi 
merupakan salinan sesuai dengan aslinya oleh 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna 
Rya. 

b. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA 

berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 
Alam PT. Hanurata Unit Jayapura di 

Kabupaten Keerom Provinsi Papua Luas ± 
56.325 Ha Skala 1 : 250.000, yang diterbitkan 

tanggal 30 Oktober 2012 ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan 
distempel Kementerian Kehutanan. 

c. Dokumen Legalitas Perusahaan: 
- Akta perubahan (terakhir) Akte Pendirian 

Cabang Perseroan Terbatas PT. Hanurata 

Notaris Helien Somalay, SH, M.Kn Nomor 
10 tanggal 21 November 2014 
Komisaris  : Dr. Hari Sabardi 

 Direktur Utama  : H. Sugiono 

 Direktur PH  : Ir. Suprapto, SK 

 Direktur Umum  : H. Idi Sanwardi 

- SIUP Nomor : 00181-01/PB/P/1.824.271 
atas nama Sugiono (Direktur Utama) dan 
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SIUP di Papua Nomor 
510/0042/PB/BPPTSP atas nama Yulius 

Kayadi, S.Hut.  
- Nomor TDP : 09.05.1.46.00698 yang 

diterbitkan di Jakarta dan untuk TDP di 

Papua Nomor 2608.1.82.001235 berlaku 
sampai dengan 17 Desember 2019; 

- NPWP Kantor Jakarta Nomor : 
01.003.047.6-073.000 dan NPWP di 
Papua atas nama PT. Hanurata Unit 

Jayapura Nomor 01.003.047.6.952.001 
terdaftar 10 Oktober 1992. 

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu. (IIUPHHK).   

M Pada Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan 
data terkait verifier 1.1.1.b. dengan kondisi : 
- Tersedia Dokumen Surat Perintah 

Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (SPP 

IIUPHHK-HA) Atas Areal seluas ± 56.325 Ha 
di Provinsi Papua Nomor: S.951/VI-
BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 

dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi 
Kehutanan. Besarnya IIUPHHK-HA adalah 
Rp.1.900.968.750,- 

- Terdapat Bukti setor IIUPHHK-HA oleh PT. 
Hanurata Unit Jayapura ke rekening 
Bendaharawan penerima setoran IIUPH di 

Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor 
: 102.000.4203870 lewat Bank Mandiri 
Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, 

tanggal 10  Januari 2013 senilai Rp. 
1.900.968.750 Referensi 2816A1301 dan 
diverifikasi/legalisir  oleh petugas Bank 

Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat 
Kehutanan atas nama Adnan/Teller. 

3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah 
di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

N/A s/d Penilikan ke-2, pada areal IUPHHK-HA PT. 
Hanurata Unit Jayapura masih tidak terdapat 

penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK-
HA atau Non Kehutanan. 
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B. PRINSIP 2 

2. Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) 

disahkan oleh yang berwenang. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, 
RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun berdasar-
kan IHMB/risalah hutan  dan 

dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber 
Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan 
oleh pejabat yang berwenang atau  
yang disahk  

- Peta rencana penataan areal kerja 
yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 

M Pada Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan 
RKUPHHK. 

- Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. 
Hanurata Unit Jayapura jangka waktu sepuluh 
(10) tahun periode tahun 2014 s/d 2023 dan 

telah disahkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.38/BUHA-2/2014, 

tanggal 29 September 2012 tentang 
Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan kayu dalam Hutan 

Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 
2014 – 2023 Atas Nama PT. Hanurata Unit 
Jayapura (Berbasis Inventarisasi Hutan 

Menyeluruh Berkala) Provinsi Papua. 
- Terdapat dokumen IHMB dan lampirannya 

yang terdiri dari Laporan Utama, dan 

Lampiran-lampirannya  
- Terdapat Surat Persetujuan perubahan blok 

URKTUPHHK-HA a.n. PT. Hanurata Unit 

Jayapura Nomor S.730/UHP-1/2015 tanggal 
16 Oktober 2015 yang mengubah susunan 
rencana penebangan tahun 2016 s.d. tahun 

2023. Surat ditandatangani oleh Direktur 
Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Prijono, MM 

NIP 19560425 198203 1 010 dan distempel. 
- Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HA PT. 

Hanurata Unit Jayapura skala 1 : 100.000 

yang  dinilai oleh Ir. Aan Chandra Karhana, 
MSi NIP 19580904 198503 1 002 selaku 
Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja 

Pemanfaatan Hutan Alam dan disetujui serta 
ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, MM dan 
distempel terdiri atas peta sediaan tegakan 

kayu diameter 40 up dan diameter 50 up. 
- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA  tahun 

2016 telah disahkan secara official assesment  

sesuai SK Nomor: KEP-522.1/5252 tanggal 22 
Desember 2015. SK ditandatangani oleh 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Jan 

Jap L. Ormuseray, SH, M.Si NIP 19640716 
199003 1 009 dilampiri Peta skala 1 : 50.000 
dengan target sbb. : 

• Areal Murni 2016 : TPTI Luas 1.828 Ha 19 
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Petak sebanyak 17.323 Phn volume 
55.124,99 M3 dan PWH seluas 28 Ha 

sebanyak 1.327 Phn Volume 1.752,02 M3. 
• Areal Carry Over  2015 : TPTI Luas 1.530 

Ha 17 Petak sebanyak 10.946 Phn volume 

37.143,75 M3 dan PWH seluas 37 Ha 
sebanyak 1.176 Phn volume 613,74 M3. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK tahun 2017 
dan SK pengesahan RKTUPHHK tahun 2017 
nomor: KEP-522.1/33 tanggal 11 Januari 

2017, tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA 
Tahun 2017 dan Carry Over RKTUPHHK-HA 
tahun 2016 PT. Hanurata Unit Jayapura. Peta 

lampiran skala 1:50.000 telah disahkan 
dengan stempel dan tanda tangan Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Papua, A.N Jan Jap 

L.Ormuserray, SH,M.Si NIP: 
196407161990031009. 
• Areal Murni 2017 : TPTI Luas 1.710 Ha 

(19 Petak) sebanyak 16.460 pohon dan  
volume 55.574,21 M3 dan PWH seluas 31 
Ha sebanyak 1.743 pohon dan Volume 

2.132,66 M3. 
• Areal Carry Over  2016 : TPTI Luas 1.778 

Ha (19 Petak) sebanyak 17.326 pohon 
dan volume 55.125,01 M3 dan PWH 
seluas 28 Ha sebanyak 1.327 pohon dan 

volume 1.752,02 M3. 
- Terdapat Peta Rencana Kerja Tahun 2016 dan 

2017, yang sudah disahkan oleh pejabat 

berwenang. 
- Terdapat Ganis Canhut Chandra Darmawan, 

S.Hut/Reg: 00486-15/CANHUT/XXXII/2016 

yang berlaku s/d tanggal 9 Juni 2019. SK 
pengangkatan Tenaga Teknis PHPL nomor: 
SK.95/VI/BPHP.XV-3/2016, tanggal 10 Juni 

2016. SK pengangakatan dan Penetapan 
sebagai tenaga teknis perencanaan hutan PT. 
Hanurata Unit Jayapura dari Direktur PH PT. 

Hanurata Nomor: 524/SKEP/DIR/C/IX/2016, 
tanggal 20 September 2016 berlaku hingga 9 
Juni 2019. 

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT 
dan bukti  implementasinya di lapangan. 

N/A Peta RKT tahun 2017 dan tahun 2016 tidak 

memuat areal yang tidak boleh ditebang, 
sehingga seluruh areal adalah areal produksi yang 
boleh ditebang. 
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6 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok 
tebangan/ blok RKT/petak RTT yang 

jelas di peta dan terbukti di lapangan. 

M PT. Hanurata Unit Jayapura memiliki Peta RKT 
2016 dan 2017 skala 1:50.000. 

Hasil verifikasi lapangan untuk: 
a. Batas Blok RKT 2016 dan URKT 2023 pada 

titik koordinat 200 52’ 24,5” LS dan 1400 58’ 
34,6” BT sekaligus sebagai tanda batas petak 
pada petak BO29 dan BP29, menunjukkan 

kesesuaian lokasi dengan peta RKU. Tanda 
Batas berupa Plang nama Blok RKT 2016 dan 

rintisan disertai cat merah. 
b. Batas petak pada titik koordinat 200 51’ 57,1” 

LS dan 1400 58’ 39,1” BT sebagai batas petak 

BP29 dan BP30, , menunjukkan kesesuaian 
lokasi ditandai dengan rintisan kecil dan cat 
merah.  

c. Sudut Blok RKT 2017 dan URKT URKT 2023 
pada koordinat 200 51’ 25,4” LS dan 1400 56’ 
24,8” BT sekaligus sebagai batas petak BK31, 

BK30, BL31 dan BL 31 menunjukkan 
menunjukkan kesesuaian lokasi dengan peta 
RKU.  Tanda batas berupa plang nama blok 

RKT 2017 dan rintisan disertai cat merah. 
Pada Blok RKT 2017 belum ada kegiatan 
pemanenan/produksi. 

 

3. Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan 
lampiran-lampirannya 

M Pada Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan 
atau revisi terhadap dokumen RKUPHHK-HA PT. 
Hanurata Unit Jayapura.   

- Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis 
IHMB PT. Hanurata Unit Jayapura untuk 
jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 
tahun 2014 s/d 2023.  Dokumen RKUPHHK-
HA telah disahkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.38/BUHA-2/2014, 
tanggal 29 September 2012 tentang 
Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan kayu dalam Hutan 
Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 
2014 – 2023 Atas Nama PT. Hanurata Unit 
Jayapura (Berbasis Inventarisasi Hutan 
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Menyeluruh Berkala) Provinsi Papua. 
- Terdapat dokumen IHMB dan lampirannya 

yang terdiri dari Laporan Utama, dan 
Lampiran-lampirannya  

- Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HA PT. 
Hanurata Unit Jayapura skala 1 : 100.000 
yang  dinilai oleh Ir. Aan Chandra Karhana, 
Msi.  NIP 19580904 198503 1 002 selaku 
Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja 
Pemanfaatan Hutan Alam dan disetujui serta 
ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, MM dan 
distempel terdiri atas:  
a. Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB pada 

penutupan lahan Periode 2014 s/d 2023 
skala 1: 100.000 sudah disahkan. 

b. Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB pada 
sediaan tegakan diameter 40cm up 
Periode 2014 s/d 2023 skala 1: 100.000 
sudah disahkan. 

c. Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB pada 
sediaan tegakan diameter 50cm up 
Periode 2014 s/d 2023 skala 1: 100.000 
sudah disahkan. 

Terdapat Surat dari Direktur Usaha Hutan Produksi 
Kemen LHK nomor s.730/UHP-1/2015 tanggal 16 
Oktober 2015, tentang Perubahan Blok 
RKTUPHHK-HA a.n PT. Hanurata Unit Jayapura. 
Dilampiri peta perubahan RKUPHHK-HA berbasis 
IHMB pada penutupan lahan Periode 2014 s/d 
2023 skala 1: 100.000 sudah disahkan oleh Ir. 
Herry Prijono,MM /NIP: 19560425 1982031010. 

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume 
pemanfaatan kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan yang diizinkan 

untuk pembangunan hutan tanaman 
industri. 

N/A PT. Hanurata Unit Jayapura merupakan IUPHHK-
HA yang melakukan system silvikultur TPTI murni 
dan tidak melakukan persiapan lahan untuk 
Penanaman HTI 
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C. PRINSIP 3 

4. Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan 

telah di–LHP-kan. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

M PT Hanurata Unit Jayapura telah melaksanakan 
kegiatan PUHH mengunakan SIPUHH Online 
untuk membuat LHP. 

Pada periode audit Penilikan Ke-2 (Oktober 2016 
s.d. September 2017) terdapat pembuatan LHP 
yaitu : 

1. LHP KB No. 23/LHP-KB/HNT-JPR/CO/XII/2016 
tanggal 15 Desember 2016 sebanyak 758 
batang dengan volume 3.928,82 m3 

ditandatangani oleh Elias Itrantoy No. 
Register 00193-17/PKB-R/XXXII/2015 berlaku 
sampai dengan 03 Februari 2018. 

2. LHP KBS No. 23/LHP-KBS/HNT-
JPR/CO/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 
sebanyak 97 batang dengan volume 232,73 
m3 ditandatangani oleh Elias Itrantoy No. 
Register 00193-17/PKB-R/XXXII/2015 berlaku 
sampai dengan 03 Februari 2018. 

3. LHP KB No. 10/LHP-KB/HNT-JPR/CO/V/2017 
tanggal 30 Mai 2017 sebanyak 446 batang 
dengan volume 2.489,85 m3 ditandatangani 
oleh Elias Itrantoy No. Register 00193-
17/PKB-R/XXXII/2015 berlaku sampai dengan 
03 Februari 2018. 

4. LHP KBS No. 10/LHP-KBS/HNT-
JPR/CO/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 
sebanyak 12 batang dengan volume 31,35 m3 
ditandatangani oleh Elias Itrantoy No. 
Register 00193-17/PKB-R/XXXII/2015 berlaku 
sampai dengan 03 Februari 2018. 

Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat 
LHP ditunjuk melalui SK Direktur PT Hanurata Unit 
Jayapura No.131/SKEP/DIR/C/III/2015 atas nama 
Elias Itrantoy No. Register 00193-17/PKB-
R/XXXII/2015 berlaku sampai dengan 03 Februari 
2018 sesuai dengan SK No. 39/VI/BPPHP.XVII-
2/2015 tanggal 13 Februari 2015. 

Pada saat dilakukan audit Penilikan Ke-2  PT 
Hanurata Unit Jayapura memiliki stock kayu 
sebanyak 959 batang. Posisi stock kayu berada di 
TPK KM 04 Sangke pada koordinat 020 51’ 40,21” 
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LS dan 140055’ 43,08” BT. Hasil uji petik 
pengukuran kayu terhadap stock kayu diketaui 
sebesar 1,02 % (<5%) hal tersebut menunjukkan 
bahwa dengan dokumen LHP telah sesuai dengan 
fisik kayu. 

Uji petik nomor batang yang terdapat di dokumen 
LHP dapat ditemukan di lapangan yaitu Id 
barcode  2816A16HNRT0000000000063797  pada 
LHP No. 10/LHP-KB/HNT-JPR/CO/V/2017 tanggal 
30 Mei 2017 dapat ditemukan tunggulnya di Petak 
BP 29 pada koordinat020 52’ 19,32” LS dan 
140058’ 44,17” BT. 

 

5. Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil 
hutan dan lampirannya dari :   

- TPK hutan ke TPK Antara,  -  TPK 

hutan ke industri primer dan/atau 
penampung kayu terdaftar,    

- TPK Antara ke industri  primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 
terdaftar 

M PT Hanurata Unit Jayapura telah menetapkan TPn 
dan TPK Hutan melalui SK. 
No.01/SKEP/MU/HNRT-JPR/I/2017 tanggal 12 
Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi 
Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat 
Penimbunan Kayu (TPK) Hutan Produksi Rencana 
Kerja Tahunan Tahun 2017 PT Hanurata Unit 
Jayapura. 

PT Hanurata Unit Jayapura pada periode audit 

Penilikan Ke-2 telah menerbitkan 

dokumenSKSHHK melalui SIPUHH Online untuk 

melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Bulan Oktober s.d. Desember 2016 terdapat 
274 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan 
dengan volume total 1.755,79 m3 diterbitkan 
oleh Ganis PHPL PKB atas nama Apran Jahidin 
No. Register 00281-17/PKB-R/XXXII/2016 
berlaku sampai dengan 15 Februari 2018. 

b. Bulan Januari s.d. September 2017 terdapat 
570 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan 
dengan volume total 3.891,07 m3 diterbitkan 
oleh Ganis PHPL PKB atas nama Apran Jahidin 
No. Register 00281-17/PKB-R/XXXII/2016 
berlaku sampai dengan 15 Februari 2018. 
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Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit 
SKSHHK  melalui SK Direktur PT HANURATA Unit 
Jayapura No. 109/SKEP/DIR/C/II/2016 atas nama 
Apran Jahidin No. Register 00281-17/PKB-
R/XXXII/2016 berlaku sampai dengan 15 Februari 
2018 sesuai dengan SK No. 12/VI/BPPHP.XVII-
2/2016 tanggal 16 Februari 2016. 

Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB 
bulan September 2017 diverifikasi sesuai dengan 
surat keterangan sahnya hasil hutan yang 
diterbitkan pada bulan September 2017 yaitu 82 
set sebanyak104 batang dengan volume 490,29 
m3. 

 

6. Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang  IUPHHK-HA. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode 
pada kayu bulat dari pemegang  
IUPHHK bisa dilacak balak. 

M PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan 
penandaan kayu bulat  berupa pemberian id 
barcode dibontos kayu yang diverifikasi dapat 

dibaca dengan barcode scaner. Pemeriksaan 
barcode dilakukan di TPK KM O4 Sangke pada 
koordinat 020 51’ 40,21” LS dan 1400 55’ 43,08” 

BT. Diverifikasi bahwa penandaan id barcode 
telah sesuai dengan data pada dokumen LHP 
diantaranya id barcode  

2816A16HNRT0000000000060350 merupakan 
kayu hasil produksi pada LHP No. 10/LHP-
KB/HNT-JPR/CO/V/2017 tanggal 30 Mei 2017. 

Dengan demikian, penandaan barcode dapat 
digunakan untuk lacak balak. 

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan 
secara konsisten oleh pemegang izin 

M PT Hanurata Unit Jayapura telah menerapkan 
penandaan secara konsisten berupa berupa label 

id barcode pada seluruh bontos kayu hasil 
produksi yang diverifikasi di TPK KM O4 Sangke 
pada koordinat 020 51’ 40,21” LS dan 1400 55’ 

43,08” BT. Disamping itu, Pada Bekas Tebangan 
RKT Tahun 2017 yang merupakan carry over RKT 
2016 diverifikasi penandaan tunggul  telah 

menggunakan barcode pada petak BP 29 pada 
koordinat 020 52’ 15,37” LS dan 1400 58’ 44,24” 

BT . 
Uji petik lacak balak dilakukan dan diketahui 
bahwa Kayu Hasil Produksi PT Hanurata Unit 
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Jayapura dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari 
dokumen SKSHHK, LHP, Buku Ukur, sampai pada 

Tunggul di lapangan  diantaranya :  
- Id barcode 2816A16HNRT000000000006364 

0.02 tercantum pada DKB. No.153/DKB/ 

HNRT/X/2017 pada SKSHHK No. 
KB.B.2553692 tanggal 20 Oktober 2017 

berasal dari LHP No. 10/LHP-KB/HNT-
JPR/CO/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang 
berasal dari pengukuran pada tanggal 18 Mei 

2017 memuat informasi Petak Tebangan. 
Tunggulnya dapat ditemukan dilapangan di 
Petak BP 29 pada koordinat 020 52’ 22,25” LS 

dan 1400 58’ 40,14” BT. 
- Id barcode  2816A16HNRT00000000000637 

17.03 tercantum pada DKB. No.158/DKB/ 

HNRT/X/2017 pada SKSHHK No. 
KB.B.2553758 tanggal 20 Oktober 2017 
berasal dari LHP No. 10/LHP-KB/HNT-

JPR/CO/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang 
berasal dari pengukuran pada tanggal 18 Mei 
2017 memuat informasi Petak Tebangan. 

Tunggulnya dapat ditemukan dilapangan di 
Petak BP 29 pada koordinat 020 52’ 21,29” LS 

dan 1400 58’ 41,97” BT. 
Dengan demikian, Pada PT Hanurata Unit 
Jayapura diverifikasi terdapat sistem yang dapat 

ditelusuri dan penandaan identitas telah 
diterapkan sehingga memungkinkan penelusuran 
kayu hingga ke petak tebangan. 

 

7. Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar 

TPK. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13 3.1.4. Arsip SKSKB  dan dilampiri Daftar 
Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, 

dan arsip FAKB dan lampirannya untuk 
hutan tanaman 

M PT Hanurata Unit Jayapura pada periode audit 
Penilikan Ke-2 telah menerbitkan dokumen 

SKSHHK. Tersedia Arsip dokumen SKSHHK 
beserta DKB lengkap dan sah dengan rincian : 

- Arsip penerbitan SKSHHK pada bulan Oktober 
s.d. Desember 2016 sebanyak 274 set 
dokumen SKSHHK dengan volume total 

1.755,79 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB 
atas nama Apran Jahidin No. Register 00281-
17/PKB-R/XXXII/2016 berlaku sampai dengan 
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15 Februari 2018. 
- Arsip penerbitan SKSHHK pada bulan Januari 

s.d. September 2017 sebanyak 570 set 
dokumen SKSHHK dengan volume total 
3.891,07 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB 

atas nama Apran Jahidin No. Register 00281-
17/PKB-R/XXXII/2016 berlaku sampai dengan 

15 Februari 2018. 

 

8. Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 
diterbitkan 

M PT Hanuarata Unit Jayapura memiliki dokumen 

SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. 
Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan 
PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, 

volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP 
yang dibuat. 
Pada periode audit, SPP DR dan PSDH yang 

diterbitkan atas LHP yang dibuat sebanyak : 
- DR sebesar US$ 106.119,76 

- PSDH sebesar Rp. 1.165.697.520  

Terdapat SPP yang diterbitkan atas Denda 
Keterlambatan pembayaran DR dan PSDH dan 
Kekurangan Bayar Denda Keterlambatan sebesar:  

- DR sebesar US$ 4.794,38 
- PSDH sebesar Rp. 52.579.250,98 

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. M PT Hanurata Unit Jayapura telah membayar 
LUNAS kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan 
dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI-PNBP. 
Pembayaran DR dan PSDH diverifikasi pada bukti 
setor telah sesuai dengan kode blling yang 
diterbitkan sesuai SPP.  

Diverifikasi telah dibayar berdasarkan bukti setor 
pembayaran DR dan PSDH atas LHP berdasarkan 
sesuai SPP sebesar : 

- DR sebesar US$ 106.119,76 

- PSDH sebesar Rp. 1.165.697.520  

Diverifikasi berdasarkan bukti setor Pembayaran 
Denda Keterlambatan pembayaran DR dan PSDH 
dan Kekurangan Bayar Denda Keterlambatan 
sesuai SPP yang dterbitkan sebesar :  
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- DR sebesar US$ 4.794,38 
- PSDH sebesar Rp. 52.579.250,98 

16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas kayu hutan alam (termasuk hasil 
kegiatan penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan tanaman) dan 

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan 
tanaman. 

M PT Hanurata Unit Jayapura telah membayar DR 
dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan 
ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan 
yang berlaku di Wilayah Papua sesuai dengan 
ketentuan/ peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

9. Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan 

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17 3.3.1. Dokumen PKAPT N/A PT Hanurata Unit Jayapura tidak melakukan 
perdagangan dan pengiriman kayu bulat ke luar 
pulau Papua sesuai dengan Peraturan Gubernur 

Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang 

mengamanatkan agar seluruh produksi kayu bulat 
wajib diolah di wilayah Papua. 

 

10. Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat  yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan 
identitas kapal. 

N/A PT Hanurata Unit Jayapura tidak melakukan 
pengiriman kayu bulat ke luar Pulau Papua dan 
kayu hasil produksinya direncanakan akan 

digunakan pada industri pengolahan kayu sendiri 
yang terletak di areal IUHHK-HA PT. Hanurata 
Unit Jayapura 
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11. Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan 
sesuai ketentuan. 

M PT Hanurata Unit Jayapura telah 
mengimplementasikan pengunaan logo/tanda V-

Legal sesuai ketentuan.  Tanda V-Legal berupa 
logo Indonesian Legal Wood dan kode 
184.SVLK.010-IDN.11.15-LVLK-010-IDN pada 

label ID barcode telah dibubuhkan pada bontos 
kayu bulat dan dokumen SKSHHK. 

 

D. PRINSIP 4 

12. Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai 

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ 
RKL-RPL. 

M PT Hanurata Unit Jayapura memiliki dokumen 

Laporan utama Analisis Dampak Lingkungan, 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan 

Eksekutif untuk areal seluas 188.500 Ha di 

Kabupaten Dati II Jayapura Propinsi Dati I Irian 

Jaya. Dokumen tersebut telah disetujui oleh 

Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan. 

Persetujuan tersebut dibuktikan dengan stempel 

Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor: 

2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993. Dokumen 

AMDAL disusun oleh PT. Mirazh Konsultan dengan 

Ketua tim studi Ir. H. Dede Setiadi MSc. yang 

beralamat di Jl. Tebet Barat X/13 Telp. 8296547-

9294439 Jakarta. 

 

13. Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin memiliki  laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan 

manfaat sosial. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. M PT Hanurata Unit Jayapura memiliki dokumen 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk areal seluas 

188.500 Ha di Kabupaten Dati II Jayapura 
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Propinsi Dati I Irian Jaya. Dokumen tersebut telah 

disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen 

Kehutanan. Persetujuan tersebut dibuktikan 

dengan stempel Komisi Pusat Amdal Dephut 

Nomor: 2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993. 

Dokumen RKL RPL disusun oleh PT. Mirazh 

Konsultan dengan Ketua tim studi Ir. H. Dede 

Setiadi MSc. yang beralamat di Jl. Tebet Barat 

X/13 Telp. 8296547-9294439 Jakarta. 

22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan 
dan pemantauan dampak penting aspek 
fisikkimia, biologi dan sosial. 

M PT Hanurata Unit Jayapura memiliki Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan (RKL) dan Pemantauan 

Lingkungan (RPL) Semester II tahun 2016 dan 

surat penyampaian kepada Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Papua yang ditandatangani 

oleh Manager Unit PT HANURATA Unit Jayapura 

(Yulius Kayadi, S.Hut) No. 008a/HNRT-JPR/I/2017 

tanggal 09 Januari 2017. Terdapat tanda bukti 

penyerahan dokumen kepada Dinas Kehutanan 

Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2017 dengan 

penerima dokumen a.n. Rasyid. 

PT Hanurata Unit Jayapura memiliki Laporan 
Pelaksanaan Pengelolaan (RKL) dan Pemantauan 
Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2017 dan 

surat penyampaian kepada Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Papua yang ditandatangani 
oleh Manager Unit PT HANURATA Unit Jayapura 

(Yulius Karyadi, S.Hut) No. 040/HNRT-
JPR/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017. Terdapat 
tanda bukti penyerahan dokumen kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Papua pada tanggal 19 
Oktober 2017 dengan penerima dokumen a.n. 
Rusmiati. 

Hasil pengecekan di lapangan ditemukan bukti 
pengelolaan lingkungan berupa : 

a. Pemasangan plang nama sempadan sungai 

sempadan Sungai Sangke yang berada pada 
koordinat S 02° 52’ 54,47” dan E 140° 57’ 

44,43” . 

b. Penanaman lahan bekas TPn yang berada di 
RKT 2016 pada koordinat S 02° 52’ 22,16” 

dan E 140° 58’ 39,85” . Adapun jenis bibit 
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yang ditanam yaitu merbau dengan jarak 
tanam 3 x 3 m. 

c. Penanaman Kiri Kanan Jalan yang berada di 
RKT 2015 pada koordinat S 02° 53’ 00,47” 
dan E 140° 57’ 53,00” . Adapun jenis bibit 

yang ditanam yaitu merbau dengan jarak 
tanam 3 x 3 m. 

d. Penampungan limbah oli bekas yang berada 
di workshop Base Camp Sangke. Limbah oli 
bekas yang ditampung nantinya bisa 

dipergunakan kembali untuk chainsaw, 
genset, dll. 

 
 

E. PRINSIP 5 

14. Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan Implementasi K3. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23 5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3. M PT Hanurata Unit Jayapura memiliki prosedur K3 

untuk berbagai kegiatan operasional lapangan 

meliputi : 

a. Prosedur siaga dan tanggap darurat 

b. Prosedur konservasi tanah 

c. Prosedur identifikasi flora dan fauna 

d. Prosedur perlindungan flora dan fauna  

e. Prosedur stasiun pengawas arus sungai 
(SPAS) 

f. Prosedur pengamanan dan perlindungan 

hutan 

g. Prosedur ketidaksesuaian, tindakan koreksi 
dan pencegahan 

h. Prosedur Pelayanan Medis 

PT Hanurata Unit Jayapura memiliki personel 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

Prosedur K3 untuk berbagai kegiatan operasional 

di lapangan dengan penanggung jawabyaitu 

Manager Camp a.n Enggar Winaryo, S. Hut. 
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24 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. M Terdapat Daftar Perlengkapan dan Peralatan K3 

yang dapat diverifikasi keberadaanya dilapangan 

berupa : 

- Perlengkapan K3 yaitu kotak P3K yang berisi 

berbagai obat-obatan untuk pertolongan 

pertama dalam kondisi baik/ tidak kadaluarsa. 

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berfungsi 

baik dan tidak kadaluarsa. 

- Alat Pelingung Diri terdiri dari helm dan 

sepatu lapangan yang telah dibagikan kepada 

karyawan. 

- Alat pemadam kebakaran tanaman dan lahan 

terdiri dari mesin semprot, alcon, selang air, 

tangki air, sekop, cangkul, dan gepyok. 

- Papan peringatan larangan berburu, 

berladang dan membakar hutan. 

25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M Pada periode audit penilikan ke-2, PT Hanurata 

Unit Jayapura memiliki Laporan Kecelakaan Kerja 

yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali (per 

semester) kepada Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Papua dengan salah satu tembusan yaitu 

Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Kabupaten 

Keerom. Laporan Kecelakaan Kerja yang dapat 

diverifikasi yaitu berupa : 

- Surat PT Hanurata Unit Jayapura No. 

032/HNRT-JPR/I/2017 tanggal 07 Januari 

2017 perihal  Laporan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Semester II 2016 yang 

ditandatangani oleh Manager Unit a/n Yulius 

Kayadi, S.Hut. Surat tersebut ditujukan kepada 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua 

dengan dilampiri laporan K3 yang berisi 

catatan kecelakaan kerja bulan Juli-Desember 

2016. Berdasarkan dokumen tersebut 

kecelakaan kerja NIHIL. 

- Surat PT Hanurata Unit Jayapura No. 

039/HNRT-JPR/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 

perihal  Laporan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Semester I 2017 yang 

ditandatangani oleh Manager Unit a/n Yulius 
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Kayadi, S.Hut. Surat tersebut ditujukan kepada 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua 

dengan dilampiri laporan K3 yang berisi 

catatan kecelakaan kerja bulan Januari-Juni 

2017. Berdasarkan dokumen tersebut 

kecelakaan kerja NIHIL 

PT Hanurata Unit Jayapura melakukan upaya 

pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian 

APD dan penggunaannya serta memberikan 

penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja 

untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan 

tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh 

mandor dan atasan yang mengawasi di lapangan. 

Di samping itu terdapat spanduk dan papan 

peringatan safety di lapangan. 

 

15. Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan 
perusahaan (auditee) yang 
membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

M PT Hanurata Unit Jayapura telah membentuk 

Serikat Pekerja yang mengacu dan/ atau 

menginduk (group) PT Hanurata yang 

berkedudukan di Jakarta. Adapun Serikat Pekerja 

tersebut dengan nama Serikat Karyawan PT 

Hanurata dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Jakarta Pusat dengan Nomor : 

596/I/P/XI/2012 tanggal 28 November 2012. 

Susunan Pengurus Serikat Karyawan PT Hanurata 

sebagai berikut : 

- Ketua : Ir. Sjahril Nasution, SH., M.H. 

- Wakil Ketua : Nurdin 

- Sekretaris : Cicih Sukaesih BSc.F. 

- Kepala Bidang Informasi : Khotob Safari 

- Kepala Bidang Advokasi : Cecep Hapid 

K.BSc.F. 
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16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (lffB) atau peraturan perusahaan (pp)
yang mengatur hak-hak pekefia.

,)

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau
PP.

Secara group PT Hanurata telah memiliki
dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

dalam bentukPerjaniian Kerja Bersama (PtG)
yang telah disepakati oleh PT Hanurata dengan
Serikat Karyawan PT Hanurata Unit Kerja Seluruh
Indorresia. PKB telah mendapat pengesahan dari
Direkfur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.

KEP.34/PHUSK-PVPKB/IIV 2017 bnggal 13 Maret
2017 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama antara PT Hanurata dengan Serikat
PekerJa PT Hanurah. Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) tersebut terdiri atas 13 Bab dan 66 Pasal
.dan berlaku mulai tanggal 13 Januari 2077 sampai
dengan tanggal 12 Januari 2019.

5.2.3. PekerJa yang masih di bawah
umur.

Berdaarkan daftar karyawan PT Hanurata Unit
Jayapura Bulan September 2017 yang berjumlah
38 orang, dapat dikeAhui bahwa tidak terdapat
keryawan yang masih di ' bawah umur.
Kzq6wan/tenaga kerja termuda atas nama
Yensen Afrianto yary lahir di Kalteng mda
tanggn! 25 Mei 1997 sebagai Helper Dozer dan
saat ardit berusia 20 tahun 5 bulan.

Keterangan :

M ': Memenuhi
TM : Trdak llenrcnuhi
NA : Not Applicable
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